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WALIKOTA MOdJ OKERTO

PERATURAM WALIKOTA N.OJOKERTO
'NOMOR 28 TAHUN 2008

TENTANG

'RINCIAN TUGAS POKOX DAN FUNGSI DINAS SOSIAL KOTA MOJOKERTO

Menimbang |

' Mengingat

© WALIKOTA MOJOKERTO,

L bahwa bercdasarkan pasal 8 Feraturan Daerah Kota Mojokerto
‘Nomor 4 Tshun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota
Mojokerto, rnaka perlu menetapkan rincian tugas pokok dan fungsi

Dinas Sosial Kota Mojokerto dengan Peraturan Walikota Mojokerto.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kcota Kecil dalam iingkungan Propinst Jawa Timur/Jawa
Tengah/Jawa Barat; | o

2. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor4286)

3.' Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
- Nemor 128, Tambahan [.embaran Negara Republik Indonesia -
~ Nomior £437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undéng Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pem.erintahan Daerah
- (Lembzran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
- Tambahan Lembaran Negara Republik Inrdonesia Nomor 4844) ;

4 Undang Undang Ncmor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4438);

5. Feraturan Pemerinteh Nomor 47 Tahun 1882 tentang Perubahan
Batas Wilsyah Kotamadya Daerah Tingkat Il (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Renublik Indonesia Nemor 3242);



Menetapkan :

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuarigan Daerah (Lembaran Negara Repubiik
“Indonesia Tanur 2005 Nomor 140, Tamibahan Lembaran Negara
Repubik Indoresia Nomor 4578); -

T Peraturan Pemerintal. Nomor 38 Tahun 2007 tentahg Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
- Republik Indcnesia Tatun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
~ Negara Repubiik Indonesia Nomor 4737);

~ 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

12007 Noror 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741); -

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang -
Pedoman - Pengeliolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 12 Tahun 20086 tentar.,g Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerabh, |

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
- Petunjuk Teknis Penataan Organisas! Perangkat Daerah;

| 11.Peratura:i Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan Daersh Kota Mojokerto; -

12.Paraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Organisasi Dinas-Diras Daerah Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG RINCIAN

‘TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS SOSIAL KOTA MOJOKERTO

BABI
~ KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang?dimaksud dengan :

Kota adalah Kota Mojokerio; |
Pemerintah Ko'a adalah Pemerintah Kota Mojokerto; |
Walikota adslah Waliketa Mojokerto;

-Sekreiaris Daerah acalah Sekretaris Daesrah Kota Mojokerto;
Dinas Scsial adalah Dinas Sosial Kota Mojokerto;

AL A e

- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Mojokerto.
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BAB I
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan organisasi Dinas Scsial Kota Mojokerto terdiri atas -

Kepala ;

o »

_Sekrétariat |

. Bidang Bina Swa'daya Sosial,
Sidang Rehabilitas; SoSiaI .
e. 3idang Bantuan dan Pérlindungan Sosial ;
f. Kelompok Jabatan Fungsional. .
Sékfetar:al dan Bidarg sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris  dan Kepala

Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas: | |

Bagan susunan organisasi Dinas Sosial adalah sebagaimana
tercainturn dalam lamgiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan
penyusunan perencanaan dan program, urusan keuangan,
kepegawaian, umun dan mengkoordinasikan secara teknis dan
administratif pelaksanaan- kegiatan Dinas serta melaksanakan
lugas .ain yang akan dicerikan oleh Kepala Dinas. -

Uniuk menye-fi'arlggarakan tugas dimaksud pada ayat (1)
Sekretariat mempunyai fungsi :

1

a. Penyusunan rencana kegiatan dan program Dinas Sosial .

. b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan

pelaboran pertanggungjawaban;
c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana:

¢. Pengelolaan administrasi kepegaWaian, keuangan dan,
- pertengkapari;

- e. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan

kearsipan;

f. Penyapan data informasi, kepustakaan, hubungan
- masyarakat dan invertarisasi | o

6. Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan
dilingkurgan dinas. |
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- Pasal 4
Sekretariat t=rdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian'yéitu o
a. 'Sub Bagian Penyusunan Pregram ;
b.  Sub Bagian Keuéngan ;
C. Sub Bagian Keoegawaian dan Umum.

Sub bagian-Sub bagian dimaksud -ayat (1) rnasmg masing

-dipimpin oleh s seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah
aan bertanggu_ng_ Jawab kepada Seckretaris.

- Pasai 5

| Sub Bag-iar‘. Perytusunan Program mempunyai tugas

- Menghimpun data dan menylapkan bahan dalam rangka

penyusunan program kerja dan rencana xerja:

~ Menyiapkan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan

di Bidang Sosiai: -
Menyiapkan banan bembinaan organisasi dan tata Iaksana dinas:
Menyusun san rrenyiapkan laporan kegiatan dlnas '

.Meldksanakan <oordinasi dalam rangka perencanaan program

kerja dar. rencana kerja deanq Susial;

. Menyiagkanr hahan evaluasi dan montoring pelaksanaan program

keﬁa;

. Me ake..-_makart wgas-tugas ain yang drberfkan oleh Sekretans

sual dengan bidang tugasnya.

Pas_al 6

_Sub'Baqian Heuangan rnempunyat tugas

Menghimpun dan menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); |

Melakukian pengeiciaan Keuangan anggaran dinas:

‘Mengurus pembayaran gaji, keuangan perjalanan dmas dan

keuangan lainnya;

Menvusun dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban
keuaﬂoan'

Melacsanakan trgas- ’rugas lain yang diberikan oleh Sekretaris | '

sesual dengan bldang tugasnya




a.

(1)

Pasal 7

Sub Bagian K'epeqawaian dan UmUm mempunyéi tugas

Menyuqun dai meme thara data admrmstrasr kepegawatan serta

_dcﬂ.d kagaatan yarg berhubur.gan dengan kepegawaian;

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana -kebutuhan

dan pengembm*gan modwai mutasi pegawaa sef'ta pengelelaan |

administrasi kepegawalan

Meld:ksandkan urusan surat menyurat kearsipan, kegiatan
pemberian informasi dan hubungan masyarakat;

I\flpnyusun rancana kebutuhan dan melaksanakan pengelolaan

barang milik dmas serta mengurus pemel:haraan kebersnhan dan
kezamanan kantor;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya.

- Pasal 8

Bidang Bina Swadaya Sosial mempunyai tugas melaksanakan
pemb_inéan dan kegiatan masyarakat .di bidang usaha
kKesejanteraan sosial yang bersumber pada swadaya sosial serta '
melaksanakan tugas-tuges lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Eina Swadaya Sosial merapunyai fungsi .

a. .' Penyuluhan dan b'imbingan' usaha-usaha sosial di kota serta
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) vyang berkaitan
dengan usaha-usaha sosial; !

'b.' -Pengemhangan jaringan usaha kesejahteraan sosial dan

informasi kesejahteraan sosial yang terorganisasikan di
ingkat Kelurahan; |

.c. - Fengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS);

d. Pelaksanaan. pengawasan dan pembinaan badan
organisasi sosial swasta, vsaha-usaha masyarakat di bidang
Kesejahteraan sosial. |

Pasal 8

Bi'd'a.ng Bin-—z Swadaya sosial terdirt atas 2 (dua) Seksi yaitu :
a. oeksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosral

b. SelksLBma IKesejahteraan Anak dan Masyarakat.
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(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing

dipimpin oleh secrang Kepala Seksi vang berada dibawah dan
bertanggung jawaly kepada Kepala Bidang Bina Swadaya Sosial

Pasal 10

Seksi PenyuIUhaP dan Bimbingan Sosial mempunyai tugas :

a.

Mengumpulkan - dan menmstemas:kan bahan penyuluhan dan
bimbingan sosial:

- Melaksanakan penyuluh'an dan bimbingan sosiaj sebagai upéya
 menumbuhkan kesadaran sosial dan tanggung 'awab'ma_syarakat

terhadap permasalahan. sosial;

Melaksanakan penggalian, pengembangan dan Pendayagunaan -
Fotensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di kota;

Menyiabkan  bahan - dalam rangka  pembinaan  dan
mengembangkan hubungan dan Kerjasama crganisasi-organisasi.
sosial dengan pemerintah melalui pengembangan jarmgan sistem

- Informasi kesejahteraan sosial;

d..

 Melaksanakan evaluasi dan oelaporan terhadap hasil penyuluhan_
dan bimbincan sosial;

- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait -
- s&sual dengan  bidang tugasnrya dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas

Meiaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala -
Btdang Bina Swedaya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasa! 11

~ SeksiBina Kesejahteraan Anak dan Masyarakat mempunyai t'ugas :

Mengumpulkar,  dan  mensistemasikan bahan bimbingan

- keseiahteraan anak dan masyarakat yang d:dukung oleh
“ maday“ lokal, |

Melaksanakan bimbingan kesejahteraan anak - dan pembinaan

“pekerje sosial masyarakat;

Menumoubkembangkan berbagal bentuk usaha kesejahteraan .

anak dan memberikan rekompndam pengangkatan anak di
wilayah kota: |

Mzrencanakan dan melaksanakan peningkatan keterampilan bagl
pengurus.Karang Taruna, L3M, dan pekerjz sosial masyarakat;

Malakukan kerjasama dan koordinasi dengan  Instansi/ '-
deaﬁli)rgamsas: terkait dalam rdngka kesqahteraan anak dan

pembinaan wanita rawan sosial:

Memelihara mlegram sosial dan fungsi institusi sosial lokal
sebagai suatu jaringan pranata kesejahteraan sosial
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Melaksanzkan tgas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Bina Swadaya Sosiai sesuai dengan bidang-tugasnya.

Pasal 12

Bidang Rehezbilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan dan koordinasi dalam meiakukan kegiatan dibidang .

~rehabilitasi sosial dan pelayanan sosial serta melaksanakan

tugas-_tUgas lait yang diberikan oleh kepala Dinas s_ésuai'dengan '
oidarg tugasnya. | |

Uniuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1),
Bidang Rehabilitasi Sosial memgunyai fungsi : |

a Pelaksanaan identifixasi -Sasaran Fenanggulangan masalah
sosial; - -
b Peiaksanaan rehabilitasi sosial dan pelayanan sosial dengan
| penderii‘a cacat, anak nakal dan korban narkoba, tuna sosial
dan daerah kumuh;

¢. Pelaksanaan p'embinaan dan bimbingan kepada Badan/
~ Organisasi/sosial swasta 'yang menyelenggarakan usaha-
usaha dividang rehabilitasi sosial:

d. Pelaksanzan pembi_naan lanjut bagi penderita 'caca't, anak

~ nakal, korban narknba dan tuna sosial.
Pasal 13

Bidang' Rehabilitasi Sosial terdiri atés 2 (dua) Seksi yaitu:
a. Seksi Rehabilitasi Anak, Fenyandang Cacat dan Tuna Sosial;
b. Seksi Rehabilitasi SOsia! Daerah Kumuh.

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing
dipimpin oleh seoraing Kepala Sexsi yang berada: dibawah dan

~berlanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.

Pasai14

Seksi Rehabilitasi Anak, Penyandang Cacat dan Tuna Sosial
mempunyai tugas - h |

a.

Mengumpulkan dan - mensistemasikan data/identifikasi anak

" nakal, anal jalanan, korban narkoba. penyandang cacat dan tuna

sosial ¢i daerah sebagai bahan penyusunan program rehabilitasi;
.engumpukan  dan menytapkan bahan dalam rangka
belaksanaan rehabilitasi anak nakal anak jalanan korban

narkcba serta pelavanan soslal penyandang cacat dan tuna
scsial: |



a.

O

(2)

Melakukan koordinasi an kerjasama.dengan instansi terkait dan

~ badan-tadan sosial swasta yang menangani rehabilitasi anak
nakal, anak jalanan, korban narkoba serta rehabilitasi

penyandang cacat melalui panti/non panti;

Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pembinaan
_"_Ian.ju'tan bagi anak nakal, anak jalanan, korban narkoba,
 penyandang cacat dan tuna sosial, penyaluran kembali ke
‘masyarakat dain hbantuan sarana usaha agar dapat hidup mandiri;

_M'elaksanakan" tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
~Biaang Rehabilitasi Sosial sesual dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

'_Sek.'si Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh mempunyal tugas :

Ix’!ehgumpulkan dan mensistemasikan data/identifikasi daerah
kumuh di keta; |

‘Mengumpulkan dan  renyiapkan bahan dalam ra.ngka
pelaksanaan rehabilitasi sosiai daerah kumuh; |

Menyiapkan _bahan:da'am'rangka kerjasama de_ng'an Badan-
badan Sosial Swasia yany menangani rehabilitasi sosial daerah
kurnuh;

Menyiapkar bahan dalam rangka pelaksanaan pembinaan
lanjutan bagi perierima bhantuan; |

Menginventariaasi permasalahan—permasalahan'yahg berkaitan
dengen. rehzbilitasi sosial di daerah kumuh cdan ‘menyiapkan
bahan petunjuk pemecahan masalah; |

- Melaksanakan evaluasi dan  pelaporan terhadap ~ hasil -

penanganan rehabilites’ sosial daerah kumuh;

. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan__ oleh Kepala
‘Bidang Rehabiiitasi Sosial sesual dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Bicang Bantuan dan Perlindungan Sosial mempunyai tugas
melaksznakan pembinaan dan pengendalian kegiatan' bantuan
sosial dan penanggu!a‘ngan korban bencana, sumbangan sosial '
pelestaiian nilai-nilai kepahlav/anan keperintisan dan kejuangian'

- serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial, memberi jaminan sosial

vang beracal dari masyarakat tidak mampu serta melaksanakan
tugas lair-lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan bidang

- tugasnye.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1}, Bidang Bantuan dan Perlincungan Sosial, mempunyai_fUngs_E )



a. Pelaksanaan kootdinasi dan bimbingan sumbangan sosial,
bartuan sosial dar penanggulangan korban bencana;

'b. Pelestaran  nilai-nilai kepahlavranan, keperintisan' dan

kejuangan serta nilai-nitai kesetiakawanan sosial;

- C. Pe:aksanaan dan pengembangan jaminah sosial bagi

‘penyancang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial
terlantar yany berasal dari mesvarakat rentan dan tidak
mampu; | | | o

~ d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

- bantuan dan perlindungan sosial secara berkala.

Pasal 17

rBid:&ing Bantuan dan Perlindungan Sosial terdiri atas 2 (dua)

Seksi yaitu :

a. Seksi Bantuan, Bina Organisasi Sosial dan Spiritual ;

b, Seksi Perlindungan Sosial.

' Seksi-seksi sébagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing_'

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi vang berada dan
bertanggung jawakb kevada Kepala Bidang Bantuan dan

Perlindungan Sostal.

Pasal 18

Seksi Bantuan, Bina Crganisasi Sosial dan Spiritual mempunyai tugas:

d.

Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan péngendalian
usaha-usaha pangumpulan dan penggunaan dana serta_

- sumbangan -sumbangan sosial dari, oleh dan untuk masyarakat;

Melaksanakan administrasi penerimaan dan penyaluran bantuan
sosial; | |

“Menyispkan bahan dalam rangka pemberian izin atau
rekomengasi usaha pengumpulan dana banfuan sosial dan

unJdian;

Manyiapkan bahar dalam rangka pengawasan, pembinaan dan

kerjasama dengan Badar/Organisasi Sosial Swasta yang

menygeieggaraan dsaha-usaha pengumpulan dana sosial;

Nelaksanakan pembinaan Organisasi Sosial kearah kemandirian
dan peningkatan mutu pelayaran;

_Memberikan bantuan yang berhubungan 'de'ngém bidang

kssejahteraan masyarakat dan keagamaan;

Maryiapkan banan dalam rangka koordinasi penanggulangan
pencana, periindungan dan rehabilitasi sosial bagi masyarakat

yang ‘ertimpa bencana;
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o Meiaksanakar evaluasi dan peléporan' bidang bantuan bina

crganisasi sosial dan spiritual;

'Melakcanakan tuags tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Bantuan dan Periindungan Sosial sesua; dengan brdang |
- tugasnyz. |

Pasal 19

Seksi F’erlindungan Sogial mempunyai tugas :

d.

()

tugasnya.

Menyiapkan bahan kelengﬂanan usulan Penganugerahan Satya
Lencana Ksabaktian Sosial Penganugerahan Gelar Pahlawan
" Nasional dan - Perintis Kemerdekaan serta pembenan_
penghargaan bidang sosial, -

Melestarikan  nitai-nilai  kepahlawanan, keperintisan  dan

kejuangan serta nilai-nila’ kegptlakawanan sosial sesual dengan
pedoman yang berlaku: |

Menyusun perencanaan dan melakukan pemeliharaan Taman

Makam Pahlawain (TMP), Makam Pahlawan dan Taman Ba nagia;

Melaksanakan dan mengembangkan jaminan sosial bagi lanjut

usia tidek po’reﬂslai terlantar yang berasal dari masyarakat rentan
dan tidak mampi!; |

Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait,

lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam rangka
~ kelancaran pelakeandan lugas:

~ Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial sesuai dengan bidang

Pasal 20

- Kelompok Jaba*an Fungsicnal terdiri atas sejumlah tenaga
- fungsional pekerja sosial dalam jenjang jabatan fungsional sesuai

dengan peraturan cerundang-undangan yang berlaku:

'Ke_lompo< Jabalan Fungsional sebagalmana tersebut pada ayat

(1) pasal ini, dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior selaku
ketua kelompok yang - berada dibawah dan bertanggung Jawab
kepada <Kepala Dinas: |

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibag kedal'am'Sub-Sub_

sesuai dengan Xkebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh
Tenaga Fungsional Senior:

~ Jumlzh Tenaga Fungalonal ditentukan berdasarkan sifat, jenis
~ dan beban kerja yang ada;

Pembinaan terhadap tenaga dilakukan sesuai dengan peraturan
perundanq-L ndanygan yang berlaku.



Diundangkan di Mojokerto
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BAB il
' HUBUNGAN KERJA

Hasal 21

Setiap pimpinan unit Kerja dalam lingkungan Dinas Sosial Kota
Mojokerto  wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan dinas maupun antar unit kerja
sesual dengan bidang tugasnya masing-masing;

Setiap pimpinan unit kerja dalarn lingkungan Dinas Sosial .Kota
Mojokerto bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksa-

- haannya.

- BABIV
KETENTUAN PENUTUP

Hasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota

g Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengeifahuinfa memerintahkan pengundangah
Peraturan Walikota ini denqan penempatannya da}am Berita Daerah
Kota Mojokerto.

[:)itetapkan di Mojokerto
péda fanggal 1 Sept ember 2008

Pada tanggal 4 September 2008
/,

SEKR

;;F

F %
_'ri? j"'t

45

_15, RAH KOTA MOJOKERTO

SEKPET A;
*"f«fw i-u.jj . M.Si.

Pemb

Y. tama Muda
- 80 070 846

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2008 NOMOR 14/D
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LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 28 TAHUN 2008
TANGGAL : 1 SEPTEMEG: 2008
BAGAN SUSUNAN ORGANISAS]
DINAS SOSIAL '
KOTA MOJOKERTO
KEPALA
SEKRETARIAT
KELOMPOK )
JABATAN -
FUNGSIONAL I i |
SURB BAGIAN SUB BAGIAN
SUB BAGIAN
PENYUSUNAN KEPEGAWAIAN
PROGRAM KEUANGAN & UMUM
BICANG BIDANG REHABILITAS] BIDANG BANTUAN DAN

BINA SWADAYA SOSIAL

SOSIAL

PERLINDUNCAN SOSIAL |

SEKSI
PENYULUHAN DAN
BINMBINGAN SOSIAL

SEKSI |
REHARILITASI ANAK,
PENYANDANG

—_—

SEKS! BINA
KISEJAHTERAAN
ANAK DAN
MASYARAKAT

CACAT & TUNA
SOSIAL

SEKSI

1 REHABILITASI SOSIAL

DAERAH KUNUH

SEKSI
BANTUAN, BINA
ORGANISASI SOSIAL
DAN SPIRITUAL

= —r e i ——

SEKS!
PERLINDUMGAN

SOSIAL




